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1.Definisi
Konstitusi Berkeislaman (Islamic Constitutionalism)
bisa didefinisikan sebagai konstitusi suatu negara yang
memuat tujuh prinsip/tujuan dari pemberlakuan
hukum Islam, yaitu; melindungi agama, jiwa/nyawa,
akal/pikiran, keturunan, harta/kepemilikan,
lingkungan, dan ummah/umum.
2.Melindungi Agama
Terdapat norma khusus dalam konstitusi yang menyatakan perlindungan
agama seperti Pasal 29:
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya
itu
3.Melindungi Jiwa/Nyawa
Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.”(pasal 28A).
3. Melindungi akal/pikiran
Norma ini tidak secara langsung diatur dalam
konstitusi Indonesia, tetapi dijabarkan dalam
sejumlah UU dan Perda/Qanun.
4.Melindungi Keturunan 
Hak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah (pasal 28B ayat 1).
5. Melindungi harta/kepemilikan
Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-
cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4),
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
6. Melindungi lingkungan
Norma ini diatur secar explisit dalam konstitusi, tetapi
diatur lebih rinci dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan, seperti UU 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
7.Melindungi ummah/umum
Norma ini bertujuan melindungi kepentingan
umum atas kepentingan pribadi dan golongan.
Beberapa pasal dalam konstitusi memuat hal ini
seperti Pasal 33, 28, 28A.
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